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ABSTRAK

Terus memngkatnva kegatan bisms muamalah vang jumiah transaksinva
cukup banyak setiap han, menvebabkan kemungkinan tegadinva sengheta
perselisithan memadi tdak dapat dibindar, Setiap senpketa vang terjadi menuntul
pemecahan dan penvelesalan vang cepat. Proses penvelesatan sengketa melalu
lingast i{pengadilan) seningkali tidak dimpmkan oleh dunia bisnis oleh karensy
penvelesaiannnya vang memerfukan waktu vang panjang, prosedur vang berbelit-
bebit dan biava vang relatif mahal. Kehadiran Badan Arbitrase Svari‘ah Masianal
IBASYARNAS) sebagar suatu lembaga permanen wvang  berfuncs  wntuk
menvelesaikan sengkets perdata antara mereka vang melakukan hubungan-
hubungan Leperdataan vang menjadikan svarial sebagal dasarnva merupakan
prlthan vanp tepat dan suatu kebutuhan vang nvata

Kapan terhadap Penvelesaian Sengketa Melalul Badan Arbitrase Svari’ah
Masional  (BASYARNAS) meliputi  bapaimanz  prosedur dan tata  cara
penvelesaian sengketa melalnn BASYARNAS, hapaimana pelaksanaan putusan
teksekusi) arbitrase dan apa saja permasalaban-permasalaban vang timbul dalam
menvielesatkan sengketa

Metode Pendekatan vanz dipakal adalah vunidis sosiologis (empiris). Darta
vang digunakan adalah data primer dan data skunder. Penpumpulan data baik
data primer maupun data skunder diperoleh melalui wawancars dan studi
kepustakaan. Data vang sudab terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatf

Berdasarkan penelitian vang dilakukan dapat diketabw bahwa penvelesaian
sengheta melalui BASYARNAS dapat menjadi suaty pemecahan masalah bagrt
para pihak vang mempunyar seneketa di bidang bisnis muamalakb Walaupun
terdapat permasalahan berupa sifat tertutup dari arbitrase vang menvebabkan sulit
diketabui oleh masvarakar dan campur tangan pengadilan dalam hal cksekusi
mamun Badan Arbitrase Swvarigh Nasional (BASYARNAR) telah membuktikan
hahwa dalam menvelesaikan perkara vang diajukan, telah memutus perkara vang
memenuhi rasa keadilan para pthak. Dengan demikian, Badan Arbitrase Svari‘ah
Masional IBASYARNAS) dapat menjadt alternatif penvelesman sengketa di masa
merndatang
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Mengamant kegiatan atan transaksi bisnis i Indonesia vange kian marak
dewasa i tidak mungkin dihindari redadinya sengkets antar para pihak vang terliba
metizp jenis sengketa vang terjadi menuntue pemecahan dan penvelesaian yang cejrat
semakin luas kegiatan perdapangan | semakin banvak frekuensi erjadi senoketa, di
Lan prhak semakn banyvak pulz sengketa vang baros diselesaikan. Hal inl mesuniul
diperlukannya cara untuk menyelesakan sengketa tersebul.

Sebagarmana kita ketahwe bersama baik i dalam teori-teort lmee ko
mavpun di dalam prakiek bokum di lapasgan, ditemukan adanva dun cam
punvelesaian sengheta. Cars pertama adalal melalsd proses litigas) vamo melalu
peagalifan dan cara yang kedwa adalah denpan jalan won livipasi ataw diluar
prengadilan

Dhalam prakiek di Indonesia cars penvelesaian model Lingasi tidak sepenuhinya
diterima dunda snis, Karena odak sesum dengan tmtutan duma besnis Litigas)
diangzap tdak efisien oleh para pelaku duma usabia, berkaitan denpan wakin dan
biava yang dibutubkan Dhlear v beberapa fakor Lo vang mengakibatkan badan
pengadilan diangeap tdak Kondusal bage kepentingan penvelessian senpleta adalsh
rummitnya proses pemerisaan perkara di penpadilan vang  mengakibatkan lambatva

pengambilan keputusan. Dengan alasan mi, dunia perniagaan berpaling Lepada
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Alternatel Dispare Resolution (ADR) sebapai mekanisme aliernatif penvelesaian
scnzketa.

Berkatan denpan sistem penyelesman sengketa hukwm denean menggunakan
mekanisme  Alternatif penvelesaian senpketa (ADR), maka lembapa arbimase
dimngeap schagal scbuah lembaga alematit Khusus vaneg membernkan penvelesaan
sengkela alternalil iiluar pengadilan, Penyvelesaan senpketa melalon arbitrase pada
nmumnyva menartk bag: para pengusaha, pedapong dan mvestor sebab arlatase
menuhkl proses vang lelnl cepat, tdak terlalu Formad dan lelnl meeah dan pada
proses [itipasi di penegadilan.

Penvelesman senphefa melabs arbilrase m telah diakw keberadanmmva di
Indonesize,  sebagmmana felah dustur dadam hukoam naswonal, v dalam Lindang-
undang Momor 30 ‘lahun I89Y tentang Acdatrase dan Alternatl Penvelesman
sengheta Dengan keluarnyva Undang-undang Meomor 30 taboun 1999 @i, maka
kedvdukan dan kewenangan dars arbirase di Indonesia sudah mendapat dasar bukom
vang ki,

[ Indeaesia pada saal uuwada 2 (dea) badan arbatrase vasg, BAM] {Badan
Arbirrase Nasional Indonesia) dan BAMUL {Badan Arbitrase Muamalar Indonesia)
vang kemudian divhah memjadi BASY ARNAS (Badan Arbitrase Svani’ah Nasional).
Foedua priirase i menangan perkara-prerkara perdala khososnys yang berkailan
dengan kepratan wsms atan perdaganpan. Khuses bam Badan Arbirase Muamalat
hedonesia, pembentakamya didasan atas labirnva Baok Muoamalal Tndonesia paila
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BAB IV

PENLITLIP

A. Kesimpulan

Setelab mengemukakan data dan fakm vang berkaitan dengan latar belakang

dan perumusan masalah sebelomnya, maka dapar ditark kesimpulan. Berdasarkan

hiasil analises dan pembahasan, penubis dapat menyimpulkan hal-hal sebapai berkut -

I~

1. Prasedur penvelesaian sengheta melalu BASY ARNAS dimular densman pengajuan

surat permohonan untuk meminta jasa BASYARNAS, yvang memuat  idenfitas
para pihak, wraian singkat dudek senpketa (pesite) dam hal yang ditunmt |
(pedinn). Kemudian melampirkan naskah kesepakatan atan surst perjanjian vang
memwl klausula arbitrase. Acara pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman
pada Peratoran Prosedur BASYARNAS. Pemerikszan dilakukan di tempat
kedudukan BASY ARNAS, tapi bisa juga di tempat lain asal disctujui para pihak |
Semua proses pemeriksaan dilakukan dalam ruang tentutup dan pemeriksaan haik
lisan maupun tertulis harus dilakukan dalam bahasa Indonesia. Arbiter akan
menutup pemeriksaan, apabila ia mengangap pemeriksaan telah cukup, Seluruh
proses pemenksaan harus sudah selesai dalam jangka waktu 180 (seratus delapan
puluh) han atau &enam) bulan,

Pelaksanaan purusan {eksekusi) arbitmse dilaksanakan sesuai Pasal 61 UL No.
1999, namun  apabila pihak  yang  kalah tdak  dengan  sukarela
melaksanakannya, maka putussn arbitrase dilaksanakan denpan penintah Kerua

Penpadilan MNegn atas permohonan salah satu pihak. Oleh karenanya setiap

56



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Antomo, Muhammad Syafi'i, Sank Svariah Dard Teori ke Prafeck. Gema nsan
Press, Jakarta, 2001

BAMUL Arbiirase Istam di Fndosesia, BAMUI dan M, Jakarra, 1994

THaubary, Achmad | Arbitrave Syari'alt Dan Fhsistensimpa, UPPIEL FTTUM), Jakorta,
2004

Eimsrzon, Jong | Alternatif Penve 'exatan Serphenn diluar Pengadilan, PT Uramedia
Pustaka [ Hama, Jakartz 200

Harabap, M. Yalwa, Arbitrase, Pustuka Karind, Bandung, 1991

Mardjono, 1. Hartono,  Petanjuk Prakiis Mlenfelankan Nvari'af Isfam dalem
Bermuamalal Yang sal Menurnr Hukom Istam DPP PRE, Iakarts o 2001

Rosyadi, A Rachanat dan Neating, Arbitrase dalam Perspekiif Islam dan Hickium
Positif, PT Citra Adstya | Bandung, 2002

Subekn, Arbitrase Perdagansan, Tina ClIPT A Bandung, 1974

Usman, Rachmadi,  Aspek-aspek Fiukum Perbonkan Isfam di fndfoniesia, Citra
Maltya Bakti, Bandung, 2002

Warkum Sumitro, Ases-asas Perbankan Ielam dan Lembaga-lembaga Terkait
(BAMUT dan TAKAFUL), PT Raga Grafindo, Jakarta, 2000

Widlaya, Glunawan dan Achmad Yani, Hukem Arbitrase, PT Raja Crafindo
Persada, Jakarta, 2000

Undang-Undang Nomor 30 Talwm 1999 teniang Arbitrase Dan  Alternatif

Penyelesaian Senghketa



